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ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020, rincian kurang
bayar dana bagi hasil menurut provinsi/kabupaten/kota ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan
berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07 /2019
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07 /2020, Dana Alokasi
Umum, dan Dana Otonomi Khusus, alokasi kurang bayar dana bagi hasil dan lebih bayar dana bagi hasil
menurut daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN N0.4916), Perpres Rl
57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Perpres RI 113 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.266), Permenkeu
RI 139/PMK.07/2019 (BN Tahun 2019 No0.1148) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu Rl
233/PMK.07/2020 (BN Tahun 2020 No.1681), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021
No.1031).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Kurang Bayar DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2018 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan royalti sebesar Rp18.262.394.790,00. Kurang Bayar DBH SDA
Kehutanan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah sebesar
Rp56.420.913.668,00. Kurang Bayar DBH Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf c adalah sebesar Rp35.598.81 1.500.736,00. Lebih Bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2019
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah sebesar Rp7.652.864.361.849,00. Lebih Bayar DBH
Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e sebesar Rp2.493.467.005.338,00.
Penyaluran Kurang Bayar DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 kepada daerah
provinsi/kabupaten/kota dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Penyaluran
Kurang Bayar DBH Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memperhitungkan
penyaluran alokasi sementara Kurang Bayar DBH Tahun Anggaran 2020 yang telah dilaksanakan
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan
Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021. Penyelesaian Lebih Bayar DBH sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diperhitungkan dalam penyaluran Kurang Bayar DBH dengan
mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyelesaian Lebih Bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 memperhitungkan penyelesaian Lebih Bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yang telah
dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi
Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkeu Rl 25/PMK.07/2021 tentang Penetapan
Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 227), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 16 September 2021 dan diundangkan pada tanggal 16
September 2021.

- Lampiran halaman 15-1104.



